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impor yang belum terjamin kebersihannya. Diharapkan pula konsumen 

memahami dan mengerti akan hak-hak yang seharusnya mereka 

peroleh dari konsumen, sehingga diharapkan tidak menimbulkan 

kerugian akibat konsumsi pakaian bekas impor. Bagi pelaku usaha 

diharapkan mengetahui peraturan yang mengatur larangan pakaian 

bekas impor agar peraturan yang sudah dibuat dapat berjalan dengan 

efektif dan tidak ada kegiatan illegal dalam impor pakaian bekas. 

                          \                  
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